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Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik
memiliki kewenangan menyelesaikan pengaduan masyarakat melalui mekanisme
mediasi, termasuk model mediasi propartif (progresif-partisipatif). Penelitian ini memiliki
permasalahan yaitu 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai model mediasi propartif
Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat? 2)
Bagaimana implementasi pelaksanaan model mediasi propartif Ombudsman Republik
Indonesia dalam menangani laporan masyarakat? 3) Bagaimana rekonstruksi terhadap
aturan hukum dan rekonsepsi model mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia
yang ideal untuk dapat dikembangkan demi tercapainya nilai-nilai serta tujuan Hukum
Islam?

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian
campuran/mix method yang terdiri dari metode penelitian yuridis normatif dan metode
penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan.
Untuk data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian pada disertasi ini adalah 1) Pengaturan hukum mengenai model
mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia  terkait dengan penyelesaian
pengaduan masyarakat adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan
diturunkan secara teknis melalui Peraturan Ombudsman (PO), UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, Peraturan Ombudsman No. 58 Tahun 2023 di mana peraturan
ini adalah peraturan terbaru yang menggantikan/mencabut regulasi sebelumnya seperti
Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 dan Peraturan Ombudsman Nomor 48
Tahun 2020. Selain itu aturan tersebut juga ada dalam Al-Qur’an dan Hadis. 2)
Implementasi pelaksanaan model mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia
dalam menangani laporan masyarakat secara garis besar pelaksanaannya telah berjalan
dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa kelemahan yang membuat model
mediasi ini tidak memiliki kepastian hukum atau sifatnya hanya rekomendasi saja artinya
isi dari mediasi boleh dijalankan atau tidak. Selain itu mediasi propartif sangat
bergantung pada kesukarelaan para pihak. 3) Rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah
perubahan terhadap UU Nomor 37 Tahun 2008 yaitu terkait dengan Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 36 dan Pasal 39. Selain itu peneliti juga melakukan rekonstruksi terhadap UU
Nomor 25 Tahun 2009 terkait dengan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 52. Selain itu dalam
permasalahan ini, perlu melakukan adopsi terhadap model mediasi Ombudsman Belanda
dan Filipina. Rekonsepsi model mediasi ProPartif yang ideal juga menuntut penguatan
prinsip-prinsip musyawarah (syura), perdamaian (islah), dan keadilan (al-‘adl) sebagai
landasan dalam proses penyelesaian pengaduan masyarakat.
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The Ombudsman of the Republic of Indonesia as a public service supervisory
institution has the authority to resolve public complaints through mediation mechanisms,
including the propartiate (progresif-partisipatif) mediation model. This research has the
following problems: 1) How are the legal regulations regarding the propartiate mediation
model of the Ombudsman of the Republic of Indonesia related to the resolution of public
complaints? 2) How is the implementation of the propartiate mediation model of the
Ombudsman of the Republic of Indonesia in handling public reports? 3) How is the
reconstruction of the legal rules and reconceptualization of the ideal propartiate mediation
model of the Ombudsman of the Republic of Indonesia that can be developed in order to
achieve the values and objectives of Islamic Law?

The research method used in this study is a mixed method, consisting of normative
and empirical juridical research methods. The research approach utilizes a legislative
approach, a conceptual approach, a historical approach, and a comparative approach.
Data were obtained through two methods: primary data and secondary data.

The research findings in this dissertation are: 1) The legal regulations regarding the
proportional mediation model of the Indonesian Ombudsman regarding the resolution of
public complaints are Law No. 37 of 2008 concerning the Indonesian Ombudsman,
technically derived through the Ombudsman Regulation (PO), Law No. 25 of 2009
concerning Public Services, and Ombudsman Regulation No. 58 of 2023. This regulation
is the latest regulation that replaces/revokes previous regulations such as Ombudsman
Regulation No. 26 of 2017 and Ombudsman Regulation No. 48 of 2020. Furthermore,
these regulations are also found in the Quran and Hadith. 2) The implementation of the
Indonesian Ombudsman's proportional mediation model in handling public complaints
has generally been successful. However, several weaknesses remain, preventing this
mediation model from providing legal certainty and remaining merely a recommendation,
meaning that the mediation process may or may not be implemented. Furthermore,
proportional mediation relies heavily on the voluntary consent of the parties. 3) Possible
reconstructions include amendments to Law Number 37 of 2008, specifically Articles 7,
8, 36, and 39. Furthermore, researchers have reconstructed Law Number 25 of 2009,
specifically Articles 48, 50, and 52. Furthermore, in this regard, it is necessary to adopt
the mediation models of the Dutch and Philippine Ombudsman. Reconceptualizing the
ideal proportional mediation model also requires strengthening the principles of
deliberation (shura), peace (islah), and justice (al-'adl) as the foundation for resolving
public complaints.
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